BUPAI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR & TAHUN 2023
TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

¢ 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan
Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpijnan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21




Menetapkan

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Bupati Mesuji Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN
TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.




2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Mesuji.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintah daerah.

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD..

Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai
Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/ janji berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

7. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD, karena Pemerintah Kabupaten Mesuji belum
dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan beserta perlengkapanya dan
rumah dinas Anggota beserta perlengkapannya.

8. Tunjangan Transportasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD, karena Pemerintah Kabupaten Mesuji belum
dapat menyediakan Kendaraan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat
DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan
terhadap tugas dan fungsi DPRD.

11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris
DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II
TUJUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN
DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
Pasal 2
Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi diberikan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD dengan tujuan untuk kelancaran tugas, fungsi, dan

wewenang DPRD.




Pasal 3
(1) Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan
Transportasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD selama menjabat.
(2) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan serta

dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IlI
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 4
(1) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah
sebagai berikut :
a. Ketua DPRD sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) per
bulan per orang:
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu
rupiah) per bulan per orang; dan
c. Anggota DPRD sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu
rupiah) per bulan per orang.
(2) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2023.

Pasal 5
Dalam hal Pemerintahan Daerah telah menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan dan
Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya, maka pemberian
Tunjangan Perumahan ini dihentikan sejak Pimpinan dan Anggota DPRD

menempati rumah jabatan dan rumah dinas dimaksud.

BAB IV
BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
Pasal 6
(1) Besaran Tunjangan Transportasi adalah sebagai berikut :
a. Ketua sebesar Rp. 21.650.000 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh
ribu rupiah) per bulan per orang.
b. Wakil Ketua sebesar Rp. 19.500.000 (Sembilan belas juta lima ratus ribu
rupiah) per bulan per orang.
c. Anggota sebesar Rp. 17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh

ribu rupiah) per bulan per orang




(2) Pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2023.

Pasal 7
Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyediakan Kendaraan Jabatan Pimpinan dan
Kendaraan Dinas Anggota DPRD, maka pemberian tujangan transportasi tersebut
dihentikan dan/atau ditiadakan sejak kendaraan Pimpinan dan Anggota DPRD

tersedia.

BABV
PEMBIAYAAN
Pasal 8
Biaya Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggalog Feéom'ZOZS
PENJABAT BUPATI MESUJI,

Diundangkan di Mesuji
pada tanggalss ; 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

" 'SYAMSUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2023 NOMOR &-




